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RINGKASAN

partisipasi masyarakat adalah keseluruhan proses keikutsertaan dalam perencanaan
pembangunan. Tujuan akhir yang akan dicapai dalam penelitian ini untuk
mengetahui partisipasi dari masyarakat setempat. Deskripsi kualitatif digunakan
sebagai metodologi penelitian. Sumber utama penelitian ini adalah perangkat Desa
Telekung serta warga Kota Batu di Kecamatan Junrejo. Data dikumpulkan melalui
wawancara, observasi, dan menuliskan semua yang terjadi. Pengumpulan data,
reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan adalah semua komponen analisis
data. Menurut temuan, warga Desa Telekung di Kecamatan Junrejo Kota Batu
mendukung persiapan dan pelaksanaan program pembangunan tersebut. Aparatur
desa dalam membuat kebijakan akhir dalam membuat kebijakan menghasilkan
keputusan akhir yang dapat disepakati oleh masyarakat seperti contohnya
pengembangan desa yang ada di daerah mereka, dan partisipasi masyarakat yang
harus ikut andil dalam pengembangan desa merela. Melalui pemantauan dan
evaluasi pembangunan untuk memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan,
partisipasi masyarakat dalam evaluasi dapat dicapai, dan partisipasi manfaat dapat
dicapai melalui kegiatan pemeliharaan. Dikembangkan dan diprioritaskan di desa,
pelaksanaan sertifikasi dapat diwujudkan melalui tenaga kerja dan bahan (material).
Studi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan
dan pelaksanaan program pembangunan dapat dijadikan tolak ukur. Hal ini juga
menunjukkan bahwa masyarakat yang bertetangga perlu bekerja sama untuk saling
mendukung dan memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan desa.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pedoman Pembangunan Desa dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik
Indonesia telah diatur didalam undang-undang untuk pelaksanaan dalam pembangunan desa
yang tertulis didalam UU 114 thn 2014. Selain itu di dalam Peraturan Menteri no 1 2015
tentang pedoman kewajiban yang harus diterima oleh desa yaitu memajukan desa yang ada di
Indonesia yang menjunjung asa kemasyarakatan, menjaga adat istiadat, saling menghormati
antar warga dan menghormati peraturan yang telah dibuat NKRI. Kewenangan tersebut
menekankan pada pengembangan desa yang lebih baik, dalam partisipasi masyarakat secara
langsung dalam penyelenggaraan desa yang lebih maju. Tanpa adanya partisipasi dari
masyarakat program kerja yang telah dirancang tidak akan berjalan semestinya, sehingga
masyarakat perlu antusias dalam pelaksanaan program yang ada sehingga program yang dibuat
berjalan secara semestinya.

Masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan karena
program yang direncanakan tidak diragukan lagi terkait dengan pembangunan masyarakat.
Kemampuan pemerintah dalam melaksanakan program perencanaan pembangunan bukan satu-
satunya faktor yang menentukan keberhasilannya; partisipasi masyarakat juga berperan.
Solekhan, seperti dilansir 2014:153) Ada empat tahapan untuk berpartisipasi dalam
komunitas.:

1. Ikut dalam mengambil keputusan
2. keterlibatan dalam pelaksanaannya
3. mengambil bagian untuk mendapatkan keuntungan

4. mengambil bagian dalam evaluasi



Tahap pertama pembangunan, perencanaan, membutuhkan partisipasi masyarakat.
Karena lahirnya suatu pembangunan tidak didasarkan pada kehebatan rencana pembangunan
yang dimiliki, melainkan lebih pada sesuai atau tidaknya pembangunan tersebut dengan
kebutuhan masyarakat, maka berhasil atau tidaknya suatu pembangunan tergantung bagaimana
proses perencanaannya dibawa.

Tujuan pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan standar hidup sebanyak
mungkin, untuk kepentingan masyarakat desa. Dalam pembangunan dasa tahapan-tahapan
untuk pelaksanaan harus dilaksanakan dengan maksimal, dan partisipasi masyarakat secara
langsung sangat memiliki peran dalam pelaksanaan program kerja desa yang telah dirancang
dengan tujuan agar masyarakat mencapai kesejahteraan.

Pemerintah Kota untuk menyelesaikan penataan perbaikan yang mempertahankan
standar sistem berbasis suara dan investasi daerah. Jumlah penduduk yang besar menuntut agar
Pemerintah Desa melaksanakan pembangunan tidak hanya atas dasar persetujuan kelompok
elit lokal tetapi juga atas aspirasi masyarakat yang tulus. Namun, keadaan penduduk dengan
kepadatan tertinggi dan kondisi geografis terluas juga menimbulkan persoalan tersendiri,
seperti tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tlekung yang terletak di Kota Batu.

Penulis tertarik mengangkat masalah ini dalam penelitian ilmiah dengan judul sesuai
dengan fenomena “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di
Desa Tlekung Kota Batu”.

1.2. Rumusan Masalah
1. Apa peran kolaborasi regional dalam rencana perbaikan kota di Kota Batu dan Kota
Tlekung?
2. Apa Saja faktor yang menjadi penghalang dan pendukung dari keikutsertaan

masyarakat untuk bersama-sama membangun desa Tlekung?



1.3.Tujuan Penelitian
1. Memonitor peran dari masyarakat untuk mengembangkan desa telekung.
2. Melihat apa saja faktor yang menjadi penghalang dan pendukung dari keikutsertaan
masyarakat untuk bersama-sama membangun desa Tlekung.
1.4.Manfaat Penelitian
1.Manfaat Teoritis
a) Memiliki kemampuan menyumbangkan ilmu dalam fokus partisipasi masyarakat secara
langsung dalam melakukan rancangan yang pembangunan desa.
b) Sebagai sumber penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
selanjutnya dan sebagai salah satu bahan referensi literatur.
c) Masyarakat secara mandiri dapat memunculkan ide dan inspirasi yang lebih baik dalam
pelaksanaan pembangunan.
2. Manfaat Praktis
a) Dapat berkontribusi dalam terciptanya proses partisipatif perencanaan pembangunan
desa
b) Berkontribusi pada perluasan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan
pembangunan.
¢) Mampu mengidentifikasi berbagai faktor yang mendorong dan membatasi usaha yang

dapat menghambat semangat masyarakat.
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